
 

 

1 

 

 
KEPALA DESA SANGGINORA 

KABUPATEN POSO 

 

PERATURAN DESA SANGGINORA 

NOMOR 01 TAHUN 2024 

TENTANG  

TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA SANGGINORA 

 

Menimbang :    a. bahwa sumber daya alam yang tersebar di wilayah Desa 

Sangginora merupakan sebuah karunia besar dari Tuhan 
Yang Maha Kuasa demi keberlangsungan kehidupan 

umat manusia, sehingga wajib untuk dilestarikan dan 
atau dikelola dengan arif berdasarkan nilai-nilai adat 
budaya masyarakat; 

b. bahwa ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup 
di wilayah Desa Sangginora dapat saja terjadi akibat 

perilaku, aktifitas atau praktik-praktik pemanfaatan 
sumber daya alam yang tidak memperhatikan 

keseimbangan lingkungan hidup karena belum ada 
regulasi atau aturan yang mengatur secara khusus 
sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat; 

c. bahwa oleh sebab itu Pemerintah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat beserta seluruh 

unsur masyarakat Desa Sangginora memandang penting 
guna mengatur perilaku, aktifitas atau praktik-praktik 

pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di 
wilayah Desa Sangginora dengan mengutamakan 
keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan 

serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada butir a, b dan c, maka perlu ditetapkan 

Peraturan Desa Sangginora tentang tata cara 

perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. 



 

 

2 

 

 

Mengingat :   1. Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18 B ayat (2) 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167); 

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4377); 
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 130);  
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Tambahan (Lembar Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 
8. Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 77); 

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya Tambahan Lembar Negara Republik 

Indonesia Nomor 6953); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 33); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 
Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 

118,);   
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kebudayaan 

Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah Tahun 2021 Nomor 121); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  

Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Noreg 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah : 

1/111/2023);   
15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 Tentang 

Peradilan Adat Di Sulawesi Tengah, (Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor : 260); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 08 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso  
Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Poso tahun 2012 Nomor 0811); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 02 Tahun 2015  

tentang Rencana Detail Tata Ruang Tentena Tahun 2015-
2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso 

tahun 2015 Nomor 02);                                           
 

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGINORA 

dan 

KEPALA DESA SANGGINORA 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN DESA SANGGINORA TENTANG TATA CARA 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  SUMBER DAYA ALAM 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Desa adalah Desa Sangginora; 

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sangginora beserta perangkat Desa 

Sangginora lainnya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan 

Desa sangginora; 

3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa 

sangginora; 

4. Lembaga  Adat adalah Lembaga Adat Desa Sangginora; 

5. Dewan Adat adalah lembaga adat yang melindungi, menjaga, memelihara 

dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang tumbuh dan berkembang 

pada masyarakat Desa Sangginora; 

6. Desa Sangginora adalah desa yang berbatasan dengan hutan produksi 

terbatas dan hutan lindung; 

7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; 

8. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber 

daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk 

kesatuan ekosistem; 

9. Masyarakat adalah Masyarakat Desa Sangginora; 

10. Masyarakat Dari Luar Desa adalah Masyarakat yang berasal dari luar Desa 

Sangginora; 

11. Perburuan Hewan adalah aktifitas berburu hewan seperti babi hutan dan 

anoa dengan menggunakan senjata api atau senapan laras panjang, 

perangkap atau jerat, senjata tajam seperti tombak, parang dan lain 

sebagainya; 
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12. Penangkapan Burung adalah aktifitas menangkap segala jenis burung 

dengan menggunakan senjata api atau senapan laras panjang, perangkap 

atau jerat, sumpit atau panah dan lain sebagainya; 

13. Daerah Hutan Lindung adalah suatu wilayah yang dilarang ada aktifitas 

pemanfaatan sumber daya alam karena kondisi kemiringan permukaan 

tanah mencapai enam puluh derajat (70°) atau lebih, dekat dengan sumber 

mata air atau dekat dengan pinggiran sungai atau pinggiran jurang dengan 

jarak kurang lebih lima puluh meter (+ 50 Meter); 

14. Ngoyowuntu adalah wilayah hutan (biasa ditandai dengan ada bunyi seperti 

orang berbicara, orang menangis, perempuan tertawa, sungai, burung, 

kerbau lari.  

15. Limbah Pertanian adalah sisa proses produksi pertanian berupa kotoran 

hewan, jerami padi atau ranting tumbuhan; 

16. Alat Berat adalah alat yang biasanya dipakai mengangkut material pasir dan 

batu dalam jumlah besar seperti Excavator, Buldozer, Dump Truck dan alat-

alat berat sejenis lainnya; 

17. Warga Desa adalah warga Desa Sangginora; 

18. Wilayah Desa adalah Wilayah Desa Sangginora 

 

BAB II  

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Peraturan Desa ini memiliki tujuan;  

(1) Memberikan jaminan hak bagi setiap orang generasi mendatang atas 

kualitas lingkungan hidup yang sehat dan baik; 

(2) Mencegah atau meminimalisir sedini mungkin potensi ancaman bencana 

alam seperti erosi atau longsor, banjir dan lainnya yang timbul akibat 

perilaku, aktifitas atau praktik pemanfaatan sumber daya alam yang 

mengancam atau dapat merusak daya dukung lingkungan hidup; 
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(3) Menguatkan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk bersama-sama 

mengontrol dan menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah 

desa. 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Desa Sangginora meliputi: 

a. Kewenangan Desa 

b. Tata cara perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam 

c. Kerjasama antar Desa 

d. Kelembagaan 

e. Hak dan kewajiban 

f. Larangan  

BAB III  

KEWENANGAN DESA 

 

Pasal 4 

Kewenangan Desa dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan sumber 

daya alam  meliputi:  

(1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;  

(2) kewenangan lokal berskala Desa;  

(3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  

(4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV   

TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA ALAM 

 

Pasal 5 

Area perlindungan desa Sangginora terbagi atas dua area diantaranya;  

(1)  Area perlindungan berdasarkan kearifan lokal yang telah di praktekkan 

 secara turun temurun oleh masyarakat Desa Sangginora.  
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(2) Area berdasarkan status kawasan hutan negara  yang ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan  

 

Pasal 6 

Area perlindungan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi; 

a. Area Perlindungan Hutan oleh masyarakat Desa Sangginora seluas 1.469,42 

Ha yang berada didalam kawasan hutan negara dengan status Kawasan 

hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas. 

b. Area Perlindungan Habitat Anoa seluas 347.50 Ha yang masuk dalam 

kawasan hutan negara dengan status kawasan hutan  produksi terbatas. 

c. Area perlindungan yang dilindungi oleh masyarakat Desa Sangginora 

memiliki fungsi lindung dan fungsi konservasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 7 

Area perlindungan berdasarkan status kawasan hutan negara  yang dimaksud 

pada ayat (2) meliputi; 

a. Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 748 Ha. 

b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 6.744,11Ha. 

 

Pasal 8 

Tata cara perlindungan terhadap sumber daya alam Desa Sangginora dilakukan 

dengan cara yaitu : 

a. Melakukan pengawasan rutin terhadap wilayah desa Sangginora; 

b. Menjaga dan mencegah tindakan pengrusakan hutan berupa penebangan 

pepohonan secara sembarangan dan atau pembukaan lahan tanpa izin sesuai 

dengan peraturan perundang-undang yang berlaku; 

c. Menjaga dan mencegah terjadinya pencemaran di sekitar sumber-sumber 

mata air dan aliran sungai; 

d. Mengatur tata cara pemanfaatan sungai guna pengambilan hasil ikan, udang, 

pasir, batu dan  lainnya; serta  
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e. Mengatur dan mencegah perburuan hewan endemik atau langka; 

 

Pasal 9 

Tata cara perlindungan terhadap sumber daya alam di wilayah desa 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e merupakan 

tanggung jawab bersama antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan 

Desa, Lembaga Adat dan seluruh unsur masyarakat Desa Sangginora. 

 

Pasal 10 

Seluruh data dan  informasi hasil pengawasan masyarakat Desa Sangginora 

pada area perlindungan yang dimaksud pada pasal 8 huruf a dikoordinasikan 

dan dilaporkan kepada Bupati, kepala kesatuan pengelolaan hutan (KPH) 

Sintuwu Maroso, dan/atau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi II Palu, sebagaimana 

yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 11 

Area Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa Sangginora  

diantaranya; 

a.  Pemukiman seluas 4.01 Ha 

b.  Kebun yang berada pada area penggunaan lain (APL) seluas 1.371,14 Ha 

c.  Kebun yang berada pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 185,20 Ha 

 

Pasal 12 

Tata cara pemanfaatan terhadap sumber daya alam Desa Sangginora dilakukan 

dengan cara;  

a. Memanfaatkan kearifan lokal dalam menentukan musim tanam dan panen; 

b. Memanfaatkan area kebun yang berada pada status kawasan areal 

penggunaan lain (APL) sebagai tempat tanaman padi ladang, coklat dan 

tanaman palawija  
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c. Memanfaatkan area kebun yang berada pada staus kawasan hutan produksi 

terbatas (HPT) sebagai area tanaman agroforestri. 

d. Mengambil hasil hutan bukan kayu ((HHBK).  

e. Memanfaatkan tanaman hutan. 

f. Memanfaatkan sungai untuk menangkap udang, sidat dan ikan 

 

Pasal 13 

Pemanfaatan kearifan lokal  sebagaimana yang dimaksud huruf a pasal 12 

meliputi; 

(1) Melakukan Musyawarah adat, pemerintah desa, BPD dan tokoh Masyarakat 

Desa Sangginora. 

(2) Memutuskan waktu untuk membuka lahan, berpindah tempat dan 

menanam padi ladang dan tanaman palawija berdasarkan kearifan lokal di 

Desa sangginora.  

(3) Memutuskan penyelenggaraan Padungku atau pesta panen. 

 

Pasal 14 

Pemanfaatan kebun pada area penggunaan lain (APL) sebagaimana yang 

dimaksud huruf b Pasal 12 meliputi ; 

(1) Sebagai tempat menanam jagung, kedelai, merica, tomat, padi ladang, coklat, 

kemiri,pala, area gembala ternak dan lainnya  yang merupakan komoditi 

ekonomi. 

(2) Area pengembangan infrastruktur umum dan sosial Desa Sangginora. 

 

   Pasal 15 

Pemanfaatan area kebun pada hutan Produksi terbatas (HPT) sebagaimana yang 

dimaksud huruf c Pasal 12 meliputi; 

(1) Sebagai tempat tanaman agroforestri seperti Durian, Cengkeh, Alpukat, 

Kemiri dan Kopi. 

(2) Sebagai lokasi perhutanan sosial hutan desa Sangginora, sebagaimana yang 

diatur perundang-undangan yang berlaku.  
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             Pasal 16 

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ((HHBK) sebagaimana yang dimaksud 

huruf d Pasal 12  meliputi;   

a. Rotan. 

b. madu dan;  

c. damar.  

 

Pasal 17 

Pemanfaatan tanaman hutan sebagaimana yang dimaksud huruf e Pasal 12  

meliputi;  

a. pandan hutan. 

b. aneka anyaman kerajinan tangan, dan;  

c.  tanaman obat. 

 

Pasal 18 

Pemanfaatan sungai sebagaimana yang dimaksud huruf f Pasal 13 meliputi; 

a. penangkapan udang. 

b. penangkapan sidat. 

c. penangkapan ikan. 

d. pengambilan pasit dan batu untuk bangunan rumah.  

 

Pasal 19 

Tata cara pemanfaatan sumber daya alam di wilayah desa sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 12 huruf a, b, c, d, e dan f merupakan tanggung jawab 

bersama antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga 

Adat dan seluruh unsur masyarakat Desa Sangginora. 
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BAB V 

KERJASAMA ANTAR DESA 

 

Pasal 20 

 

(1). Dalam hal perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam Desa 

Sangginora dapat mengadakan kerjaama dengan desa lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2).   Kerjasama antara desa meliputi; 

a. Pengelolaan lahan kebun. 

b. Pengambilan hasil kebun. 

c. Perlindungan cagar budaya. 

d. Pengawasan hutan. 

e. Perlindungan mata air. 

(3).   Kerjasama antara desa  yang dimaksud Ayat (2) Pasal 20 dilakukan 

dengan membuat peraturan bersama Kepala Desa. 

 

 

BAB VI 

KELEMBAGAAN 

 

Pasal 21 

(1) Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat dan seluruh 

masyarakat akan saling berkordinasi dalam menjaga wilayah Desa dari 

aktifitas atau praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang dapat 

merusak daya dukung lingkungan hidup. 

(2) Lembaga Adat menyelesaikan segala pelanggaran terhadap peraturan desa 

berdasarkan mekanisme sidang adat dengan menghadirkan Pemerintah 

Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta unsur masyarakat desa lainnya. 

(3) Mekanisme sidang adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan 

dengan kebiasaan masyarakat dan hukum adat setempat dan/atau 

menggunakan pedoman peradilan adat sulawesi tengah sebagaimana yang 

diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.  
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BAB VII 

LARANGAN 

Pasal 22 

 

Masyarakat dari luar desa dilarang melakukan aktifitas atau praktik 

pengelolaan sumber daya alam di wilayah Desa Sangginora meliputi: 

a. Pengambilan rotan. 

b. Penebangan pepohonan. 

c. Pengambilan getah pohon damar. 

d. Mendulang emas atau jenis batu mulia lainnya. 

e. Pengambilan batu dan pasir. 

f. Pembukaan lahan. 

g. Penangkapan ikan, belut dan udang dengan cara memakai racun, bom ikan, 

dan penggunaan listrik atau strom ikan. 

h. Perburuan hewan terancam punah. 

i. Penangkapan burung. 

 

Pasal 23 

(1) Warga Desa dilarang melakukan aktifitas atau praktik pengambilan kayu 

dengan cara menebang pepohonan untuk kebutuhan kayu ramuan rumah 

atau kayu bakar pada wilayah yang tergolong daerah hutan lindung pada 

kemiringan (70°). 

(2) Larangan ini turut berlaku pada kebun atau tanah milik warga Desa 

sepanjang kebun atau tanah milik bersangkutan tergolong sebagai daerah 

Lindung dengan kemiringan (70°). 

 

Pasal 24 

Warga Desa dilarang melakukan aktifitas atau praktik penangkapan ikan, belut 

dan udang dengan cara: 
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(1) Menggunakan racun baik itu berupa bahan kimia, getah pohon tertentu 

maupun dedaunan sifatnya beracun sehingga dapat mengancam habitat 

perkembangan ikan, belut dan udang di sungai. 

(2)  Menangkap ikan menggunakan genset. 

 

Pasal 25 

(1) Penggunaan listrik untuk menangkap ikan, belut dan udang dengan 

memanfaatkan aki motor, diperbolehkan sepanjang habitat perkembangan 

ikan di sungai dalam kondisi normal. 

(2) Jika dipandang perlu untuk melakukan upaya perlindungan terhadap 

habitat perkembangan ikan, belut dan udang baik itu pada sungai, 

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Adat 

dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dapat memberlakukan 

ombo menangkap ikan, belut dan udang dengan jangka waktu tertentu. 

 

Pasal 26 

(1) Warga Desa dilarang membuang bahan-bahan yang dapat menimbulkan 

pencemaran sungai, termasuk diantaranya sampah plastik, obat-obat kimia 

dan atau limbah pertanian. 

(2) Larangan ini turut berlaku pada saluran air secara umum seperti irigasi, 

drainase atau selokan baik itu di pemukiman maupun pada areal padi 

ladang. 

Pasal 27 

(1) Warga Desa dilarang melakukan aktifitas atau praktik berburu hewan dan 

burung seperti anoa, tarsius, babi rusa, burung maleo dan rangkong yang 

masuk kategori dilindungi. 

(2) Warga Desa dilarang memasang perangkap hewan yang sifatnya dapat 

mengancam keselamatan manusia. 
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Pasal 28 

(1) Aktifitas atau praktik pengambilan pasir dan batu diperbolehkan sepanjang 

tidak menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran air sungai; 

(2) Aktifitas atau praktik pengambilan pasir dan batu  hanya digunakan untuk 

membangun rumah di Desa Sangginora.  

 

Pasal 29 

(1) Demi menjamin pelaksanaan upaya perlindungan terhadap sumber daya 

alam di wilayah Desa, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan 

Desa dan Lembaga Adat tanpa batas waktu dapat melakukan inspeksi atau 

peninjauan langsung ke seluruh wilayah Desa. 

(2) Inspeksi atau peninjauan langsung ke seluruh wilayah Desa sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian dari proses evaluasi dan 

mengukur kemajuan pelaksanaan upaya perlindungan terhadap potensi 

sumber daya alam. 

(3) Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Adat wajib 

memperhatikan aspirasi maupun keluhan masyarakat berkaitan dengan 

aktifitas atau praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang dinilai 

telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. 

 

BAB VII 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 

Pasal 30 

Seluruh masyarakat Desa Sangginora mempunyai hak untuk menikmati 

kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat, tidak tercemar dan atau merasa 

terancam jiwanya karena terjadinya kerusakan lingkungan hidup.  
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Pasal 31 

Dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Desa 

sangginora, masyarakat Desa mempunyai hak mengajukan keberatan apabila 

terjadi: 

a. Hilangnya hak bersangkutan atas akses sumber daya air bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari serta akses atas sektor pertanian, perikanan 

dan peternakan. 

b. Menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian materiil terhadap 

seseorang atau sejumlah orang dan/atau Masyarakat. 

c. Menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat. 

 

Pasal 32 

(1) Masyarakat Desa Sangginora dapat mengajukan keberatan terhadap badan 

publik yang berwenang, jika badan publik tersebut mengabaikan dan tidak 

menindaklanjuti laporan Masyarakat. 

(2) Laporan Masyarakat dapat disampaikan melalui badan pengawas negara 

dan peradilan diantaranya; 

a. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah. 

b. Gugatan hak warga negara (citizen lawsuit) ke Pengadilan Negeri Poso. 

 

Pasal 33 

(1) Laporan ke Ombdusman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah  

dapat disampaikan setelah 14 hari laporan disampaikan kepada badan 

publik yang bersangkutan. 

(2) Gugatan hak warga negara (citizen lawsuit) dapat diajukan jika laporan 

diabaikan dan tidak direspon oleh badan publik selama 60 hari kerja, 

setelah laporan disampaikan.  

 

Pasal 34 

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Adat 

berkewajiban melaporkan kepada pihak berwenang untuk meminta 
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pertanggungjawaban perdata dan pidana, kepada seseorang dan atau 

sekelompok orang apabila akibat perbuatannya terjadi permasalahan yang 

menimbulkan kerugian materiil, membahayakan jiwa manusia, menimbulkan 

korban jiwa manusia serta meresahkan masyarakat. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 35 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Desa Sangginora ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa  

Sangginora. 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaran Desa Sangginora  Tahun 2024 Nomor 01 
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LAMPIRAN I PETA TATA GUNA LAHAN DESA SANGGINORA 


